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Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

Upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan
tentunya telah banyak dilakukan oleh banyak pihak mulai
dari seniman, penikmat seni, budayawan, dan tak ter-
kecuali pemerintah. Peranan pemerintah dalam urusan
kebudayaan tidak terlepas dari mandat yang digariskan
dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik dalam
pasal 32 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa pemerintah
berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indo-
nesia dalam kapasitasnya sebagai penjamin bahwa ma-
syarakat dapat memiliki kebebasan dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah harus
menjadi fasilitator, yaitu sebagai penyedia fasilitas dan
pendukungan sehingga kebudayaan tidak hanya dapat
dilestarikan, namun juga dikembangkan melalui kerja sama
yang baik antara pemerintah, pemerhati dan pelaku
budaya, dan masyarakat.

Untuk memahami rekam jejak kebijakan mengenai
kebudayaan di Indonesia, melacak jejak Direktur Jenderal
Kebudayaan di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk
disimak. Memahami siapa saja yang sudah mengisi jabatan
Direktur Jenderal Kebudayaan dan memahami rekam kerja
mereka sejak tahun 1966 hingga sekarang adalah langkah
untuk memahami rencana kerja, kebijakan, dan keber-
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hasilan yane sudah dicapai selama ini. Akan tetapi, dengan
melihat .¢jarah Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 50
tat i1, menjadi jelas bahwa masih sangat sedikit jumlah
program kebudayaan yang bersifat holistik komprehensif.
Akibat dari program-program yang belum dibangun dengan
solid ini adalah kinerja yang bergantung pada kehebatan
orang yang berada di balik jabatan tersebut. Wajah
Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan berupa program-
program unggulan yang integratif dan memberdayakan
masyarakat tetapi merupakan kharisma dan kehebatan
orang yang mengisi jabatan tersebut. Dengan kata lain,
masih ada tugas yang harus diselesaikan yaitu mem-
perkuat dan memperjelas tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Kebudayaan, sehingga siapa pun yang mengisi
jabatan ini kelak memiliki arahan untuk rencana kerja yang
kuat dan terstruktur, dan terutamanya direktorat dengan
program-program yang solid.

Meskipun begitu, buku ini juga memperlihatkan
bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, rekam kerja
Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 50 tahun bela-
kangan sungguh luar biasa. Tentu sulit untuk mengukur
sejauh mana kemajuan kebudayaan nasional Indonesia itu
sendiri. Tapi, kita dapat melihat upaya-upaya yang dila-
kukan oleh para Direktur Jenderal Kebudayaan melalui
pembangunan  infrastruktur, baik itu bangunan fisik
seperti Taman Budaya Bali yang merupakan gagasan
dari Prof. Dr. Ida Bagus Mantra maupun pembangunan
sumber daya manusia melalui program-program pen-
didikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang berkaitan erat
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dengan pemajuan kebudayaan. Banyak pula kegiatan yang
sudah dihasilkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia
di forum internasional seperti Art Summit: Music and
Dance yang menjadi ajang seniman tari dan musik tingkat
dunia untuk memperlihatkan karya mereka. Ajang ini
digagas di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Edi Sedyawati di
tahun 1995 dan sekarang menjadi agenda tetap Dirjen
Kebudayaan.

Selain dapat bermanfaat untuk memetakan kebijakan
yang sudah dilaksanakan, selaku pemegang jabatan Dirjen
Kehbirdayaan, buku ini juga bermanfaat untuk merumuskan
rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan
memahami keberhasilan dan tantangan Dirjen Kebudayaan
sebelumnya dan melihat ruang-ruang yang masih dapat
dikembangkan untuk memajukan kebudayaan nasional
Indonesia. Ruang-ruang kebudayaan terutamanya harus
diperluas. Direktorat Jenderal Kebudayaan harus mem-
bangun gerakan kebudayaan di mana setiap individu
memiliki ruang partisipasi yang luas dan kebebasan
berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang. Peran
pemerintah sebagai fasilitator sangat penting di sini karena
ada potensi masyarakat yang harus didorong dan
difasilitasi sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang
membuat dukungan atas kegiatan kebudayaan lebih
terjamin.

Akhir kata, melalui buku ini pemikiran dan gagasan
para Direktur Jenderal Kebudayaan dapat terdokumen-
tasikan dengan baik dan tercetak abadi dalam perjalanan
pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Saya menyam-
but baik hadirnya buku ini dan berharap buku dapat
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memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dengan
mengenalkan kepada masyarakat sosok-sosok Direktur
Jenderal Kebudayaan dan kontribusi mereka selama ini.
Terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepada
Penulis, Bapak Nunus Supardi, yang telah meluangkan
waktu, pikiran dan tenaga untuk memastikan terbitnya
buku ini.

Selamat membaca,

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hilmar Farid
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Pengantar Penulis

Tanpa kita sadari perjalanan Direktorat Jenderal Ke-
budayaan sebagai lembaga kebudayaan yang ada di pe-
merintahan pusat telah mencapai usia setengah abad
(1966-2016). Lembaga itu dipimpin oleh seorang “direktur
jenderal”, dan sampai sekarang telah melahirkan delapan
direktur jenderal. Tetapi di balik itu masih banyak orang
yang tidak mengetahui kapan Direktorat Jenderal Kebu-
dayaan dibentuk. Juga tidak banyak yang tahu nama dan
urutan pejabat yang pernah menduduki jabatan sebagai
Direktur Jenderal Kebudayaan.

Di kalangan karyawan Direktorat Jenderal Kebu-
dayaan (Ditjenbud) sendiri, hampir tidak ada yang tahu
tanggal tahun dibentuk serta tidak mengenal lagi siapa
Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) pertama. Bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk ke Direktorat
Jenderal Kebudayaan sekitar tahun 1980-an kebanyakan
sangat mengenal Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dirjenbud
kelima) yang masa akhir jabatannya tahun 1999. Sebagian
lagi masih ada yang ingat nama G.B.P.H. Poeger sebagai
Dirjenbud keempat. Tetapi kebanyakan sudah tidak me-
ngenal lagi siapa Dirjenbud ketiga, apalagi kedua dan
pertama. Tidak tahu lagi nama dan urutan direktur jen-
deral yang pernah memipin Direktorat Jenderal Kebu-



dayaan. Temasuk dalam beberapa buku sumber, penye-
butan nama dan urutan banyak yang salah.

Sebagai contoh, di dalam buku “Indonesia dalam Alur
Sejarah” yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan
dan Pariwisata dan diluncurkan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2012. Di dalam buku itu masih
salah menyebut Direktur Jenderal Kebudayaan pertama.
Kesalahan itu tidak hanya sekali. Pertama, pada alinea
kedua dari bawah halaman 600 ditulis “Pada Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebuda-
yaan. Direktur Jenderal Kebudayaan pertama adalah Prof.
Dr. IB Mantra”. Selanjutnya pada alinea pertama dari bawah
pada halaman yang sama ditulis “Sebagai Direktur Jenderal
Kebudayaan yang pertama, Prof. IB Mantra merintis pula
pengembangan...dst.” (Susanto Zuhdi/Ed, 2012: hal 600)

Apabila data dan informasi dari dalam Direktorat
Jenderal Kebudayaan sendiri tidak akurat, maka data yang
berkembang di luar juga akan ikut tidak akurat. Sebagai
contoh, di dalam situs Wikipedia yang menampilkan
daftar nama-nama Direktur Jenderal Kebudayaan, ternyata
juga tidak lengkap. Sesuai urutan, nama-nama yang di-
cantumkan adalah sebagai berikut: (1) Prof. Dr. Ida Bagus
Mantra (menjabat sejak 1968-1978); (2) Prof. Dr. Haryati
Soebadio (menjabat sejak 1978-1988); (3) Drs. Gusti Ban-
doro Pangerang Haryo Poeger (menjabat sejak 1988-1993);
(4) Prof. Dr. Edi Sedyawati (menjabat sejak 1993-1998); (5)
Dr. I Gusti Ngurah Anom (menjabat sejak 1998-1999); (6)
Prof. Kacung Marijan PhD (menjabat sejak 2012-2015).
Selanjutnya pada akhir Desember 2015, Dr. Hilmar Farid
dilantik menjadi Dirjen Kebudayaan ke-7 sampai dengan
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sekarang. (Diunduh pada 5/7/2016. Sumber:https: //id.
wikipedia.org/wiki/Direktorat_ Jenderal_Kebudayaan).

Dengan 'dicantumkannya dalam Wikipedia nama Prof.
Ida Bagus Mantra sebagai Dirjen Kebudayaan pertama pada
dua contoh di atas, orang akan menyimpulkan bahwa
“Direktorat Jenderal Kebudayaan” lahir pada 1968 itu juga.
Kenyataannya tidak demikian. Masih ada satu nama Dirjen
Kebudayaan yang dilupakan.

Hal seperti demikian itu bisa terjadi karena tidak ada
sumber yang menyebut nama R.M. Indrosoegondo sebagai
Dirjen Kebudayaan sehingga nama itu tidak dikenal. Mela-
lui buku ini penulis menampilkan data kapan Direktorat
Jenderal Kebudayaan lahir, serta mnama dan urutan Di-
rektur Jenderal Kebudayaan secara lengkap. Adapun
untuk jabatan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala
serta Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film yang
pernah lahir, tidak ikut dipaparkan karena nomen-
klaturnya berbeda.

Selain dipaparkan nama dan sekilas riwayat hidup
para direktur jenderal, isi buku ini lebih ditekankan pada
paparan dari hasil pelacakan jejak langkah yang berkaitan
dengan konsep, kebijakan dan strategi masing-masing
dalam mengemban tugas memajukan kebudayaan bangsa.
Dengan mengenali konsep, kebijakan dan strategi masing-
masing direktur jenderal, akan menjadi masukan bagi
direktur jenderal berikutnya. Khusus untuk  Direktur
Jenderal Kebudayaan ke-8, yaitu Dr. Hilmar Farid dalam
buku ini belum dipaparkan karena baru beberapa bulan
menjabat.



Dalam sistematika penyajian, paparan isi buku ini
dimulai dari “Bab I Pendahuluan” berisi paparan tentang
latar belakang kehadiran lembaga kebudayaan di peme-
rintahan. Seperti diketahui kehadiran lembaga kebuda-
yaan di pemerintahan masih menimbulkan dua pendapat,
ada yang pro dan ada yang kontra.

Di dalam Bab II dipaparkan latar belakang lahirnya
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Banyak di kalangan
karyawan Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri yang
tidak mengetahui kapan direktorat jenderal itu lahir.
Mengetahui kapan lahir tentulah memiliki nilai tersendiri.
Dengan mengetahui tanggal lahirnya diharapkan akan
dapat memberikan edukasi, inspirasi, spirit dan kebang-
gaan para pengelola kebudayaan dalam melaksanakan
tugasnya memajukan kebudayaan bangsa.

Selanjutnya, di dalam Bab III dipaparkan mengenai
kehadiran Wakil Menteri Bidang Kebudayaan. Jabatan
Wakil Menteri berada di atas jabatan direktur jenderal dan
di bawah jabatan menteri. Selama ini juga tidak banyak
yang mengetahui bahwa pada 1966 pernah lahir jabatan
Wakil Menteri Bidang Kebudayaan. Baru pada 2011 lahir
jabatan yang sama.

' Sementera itu, di dalam Bab IV sampai dengan Bab X
dipaparkan secara sekilas tentang riwayat hidup, konsep,
kebijakan dan strategi masing-masing direktur jenderal
sesuai dengan masa jabatannya. Bab XI sebagai Penutup,
disampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan dari
seluruh hasil pelacakan jejak para Direktur Jenderal
Kebudayaan selama setengah abad.
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Rencana penulisan buku ini sebenarnya sudah lama.
Tetapi karena terbatasnya data, khususnya untuk Direktur
Jenderal Kebudayaan pertama R.M. Indrosoegondo, maka
penulisan menjadi tersendat. Berkat bantuan semua pihak
akhirnya naskah dapat diselesaikan. Untuk itu  penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada para nara-
sumber dan rekan-rekan yang telah membantu dalam
pengumpulan data. Masing-masing kepada keluarga RM
Indrosoegondo (Sdr. Muwardi) yang telah meminjamkan
foto-foto R.M. Indrosoegondo, Kepala SMP Muhammadiah
IV Yogyakarta, Ibu Isbandi (Yogyakarta), Ibu GBPH Poeger
(Yogyakarta), Bpk. Kastowo Himodigdo (Jakarta), Sdr.
Suhatno (Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya
Yogyakarta), Sdr. Ngurah Arjana (Jakarta), Ibu Isnurwati
(Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin), Sdr. Siswanto
(Kepala Balai Arkeologi Yogyakarta), Bpk. Soedarmadji
Damais, (Badan Kerja sama Kesenian Indonesia) dan rekan-
rekan yang belum di sebut di dalam buku ini.

Terakhir, kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur
Jenderal Kebudayaan beserta jajarannya yang telah
menerbitkan buku ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih yang dalam. Tulisan ini masih banyak
kekurangannya. Semoga ada manfaatnya.

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

Sebelum melacaki jejak para Direktur Jenderal
Kebudayaan (Dirjenbud) perlu kita lebih dahulu menge-
tahui latar belakang sejarah kelembagaannya. Adanya
jabatan “Direktur Jenderal Kebudayaan” karena diben-
tuknya sebuah satuan kerja dengan nama “Direktorat
Jenderal Kebudayaan”. Sesuai Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 0318/U/1983 yang ditan-
datangani Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, akronim Direk-
torat Jenderal Kebudayaan adalah “DITJENBUD”. Untuk
akronim jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan menjadi
“DIRJENBUD”. Akronim yang ditetapkan 33 tahun yang
lalu itu masih berlaku hingga sekarang.

Kelahirannya memiliki sejarah yang panjang dan
cukup berliku. Dimulai dari awal Indonesia merdeka (17
Agustus 1945), mulai dari pembentukan kabinet pertama
hingga kabinet yang sekarang. Selama perjalanan 71 tahun
nomenklatur satuan kerja yang mengurus kebudayaan itu
berjalan, beberapa kali harus mengalami perubahan.
Dimulai dari satuan kerja dengan status “bagian”, ke-
mudian berkembang hingga menjadi “direktorat jen deral”.
Demikian pula halnya dengan orang yang dipercaya
memimpin satuan kerja itu, juga silih berganti karena
diberhentikan, diganti, atau memasuki masa pensiun.



A. Dasar pembentukan Direktorat Jenderal Kebu-
dayaan

Ada tarik-menarik mengenai pengurusan kebuda-
yaan antara lembaga kebudayaan yang berkembang di
masyarakat dengan yang ada di pemerintahan. Seba-
gaimana diketahui kelahiran lembaga kebudayaan di
masyarakat bersifat alami, atas kesadaran dan inisiatif
masyarakat pendukung suatu kebudayaan. Mereka
mendirikan lembaga sebagai wadah untuk beraktivitas
memajukan kebudayaannya. Oleh sebab itu muncul pen-
dapat agar masalah pengurusan kebudayaan lebih baik
diserahkan saja kepada masing-masing masyarakat pendu-
kungnya, dan pemerintah tidak perlu ikut campur.

Sementara itu, ada pihak yang menyatakan peme-
rintah perlu ikut campur dalam mengurus kebudayaan.
Lahirnya lembaga kebudayaan di pemerintahan tidak dapat
dilepaskan dari amanat pasal 32 UUD 1945. Diterimanya
bidang kebudayaan ke dalam pasal tersendiri dalam UUD
1945, membuktikan bahwa bidang kebudayaan mempunyai
posisi yang sama dengan bidang yang lain: agama, pen-
didikan, kesehatan, perdagangan, penerangan, perindus-
terian, pekerjaan umum, dll.

Dalam pasal 32 UUD 1945 itu dengan jelas diama-
natkan “pemerintah atau negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia”. Dengan demikian pembentukannya
memiliki dasar konstitusional yang kuat. Hingga kini
lembaga itu masih tetap ada, dan hal itu menunjukkan
bahwa bidang kebudayaan diperlukan dan memiliki peran



penting dalam ikut menata kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Proses diterimanya pasal itu oleh para anggota Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
setelah melalui sidang-sidang yang serius. Semula, posisi
bidang kebudayaan ditempatkan pada pasal 34. Dalam
pembahasan berikutnya posisinya digeser ke pasal 33. Pada
sidang pleno pengesahan Rancangan UUD menjadi UUD
yang dipimpin oleh Soepomo, saat itu Moh. Hatta mengu-
sulkan agar pasal 33 tentang kebudayaan dipindahkan
tempatnya, didekatkan dengan pasal 31 bidang pendidikan.
Ternyata usul Moh. Hatta itu diterima secara aklamasi.
Bidang kebudayaan yang pada rancangan awal ditem-
patkan pada pasal 33 dipindahkan ke pasal 32 di bawah
pasal 31 tentang pendidikan. Judul babnya, masih tetap
“Bab XIII: Pendidikan”. Baru setelah UUD 1945 diaman-
demen (2002), judul bab itu berubah menjadi “Bab XIII,
Pendidikan dan Kebudayaan”.

Bunyi pasal 32 itu aslinya singkat saja, yaitu “Pe-
merintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”,
tanpa ada ayat sebagai rincian. Agar masyarakat dapat
menangkap dan menafsirkan isi pasal itu dengan tepat,
para pendiri bangsa menambah 3 kalimat sebagai penje-
lasan. Tiga kalimat penjelasan itu adalah sebagai berikut:
“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai
buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebu-
dayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak
kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhi-
tung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan



harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan per-
satuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari
kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan
memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi
derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Sayang, setelah diamandemen ketiga kalimat penje-
lasan yang amat penting perannya itu justru dihilangkan.
Padahal, dalam seminar di Universitas Indonesia pada
1987, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (dosen Universitas
Indonesia) telah mengingatkan tentang peran tiga kalimat
itu dalam memberikan ”Penjelasan” isi pasal 32 yang
singkat itu. Menurut Prof. Nazaruddin ketiga kalimat itu
membuat bangsa Indonesia “mampu melepaskan diri dari
rasa curiga terhadap kebudayaan suku-suku. Kebudayaan
suku-suku bangsa tidak perlu dipandang sebagai ancaman
terhadap kebudayaan nasional; kebudayaan daerah atau
suku bukanlah ancaman, melainkan pembentuk kebuda-
yaan nasional’. (Muhadjir, Editor, 1987:363)

B. Perbincangan model pengurusan kebudayaan

Sesuai dengan amanat pasal 32 UUD 1945 beserta
penjelasannya itu BPUPKI dan PPKI kemudian membahas
secara serius mengenai kelembagaan yang akan ikut
mengurus kebudayaan dalam pemerintahan. Di dalam
rapat BPUPKI disepakati untuk membentuk Kementerian
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Di kementerian
inilah bidang kebudayaan akan ditampung. Seperti apa
bentuk, tugas, fungsi dan misi kelembagaan kebudayaan di
pemerintahan itu baru dibahas kemudian dalam Kongres
Kebudayaan 1951 di Bandung. Dalam kongres itu dibentuk
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sesi khusus dengan judul “organisasi kebudayaan”. Ada 4
tokoh yang ditugasi membahas masalah peran dan posisi
kebudayaan dalam tata organisasi pemerintahan dikaitkan
dengan keberadaan lembaga kebudayaan di masyarakat.
Keempat pemakalah itu adalah Mr. Koentjoro Poerbopra-
noto, De Vleter, Lim Ek Cheang, dan Muh. Yamin.

Hasilnya kemudian dijadikan dasar dalam penataan
kelembagaan bidang kebudayaan baik di lingkungan
pemerintah maupun di masyarakat hingga sekarang. Dalam
kongres itu Mr. Koentjoro Poerbopranoto menyatakan
bahwa untuk mengurus kebudayaan sebaiknya dibentuk
lembaga kebudayaan yang mampu mengerahkan (mengak-
tifkan) kesanggupan masyarakat dalam mewujudkan nilai-
nilai kebudayaan yang meresap dalam jiwa bangsa sendiri.
Organisasi itu harus merupakan satu badan gabungan
(overkapping) atau badan koordinasi organisasi yang
merupakan badan penyelenggara. Selanjutnya, ditegaskan
oleh Koentjoro bahwa ”pemerintah wajib membantu
organisasi kebudayaan di masyarakat”.

Sementara itu, pemakalah De Vleter tidak memberi-
kan pendapat secara jelas tentang kelembagaan kebuda-
yaan seperti yang diharapkan. Dalam makalahnya ia
hanya menguraikan hasil penyimakan ketika menghadiri
Kongres Dunia di Brussel tahun 1946 yang melahirkan
piagam Universal Declaration Right. Disarankan agar dalam
mengurus kebudayaan piagam itu perlu dijadikan untuk
penyempurnaan kelembagaan.

Pemakalah Lim Ek Cheang sebagai pemakalah beri-
kutnya berpendapat bahwa untuk mecapai kemajuan yang
kekal bagi kebudayaan bangsa, isi kelembagaan itu harus



internasional, tetapi bentuk (vorm) dan gaya (style) tetap
nasional. Seperti apa bentuk lembaga yang bergaya inter-
nasional maupun yang bergaya nasional itu, Lim Ek
Cheang tidak menjabarkannya secara kongkrit.

Jabaran lebih jelas mengenai bentuk dan gaya ke-
lembagaan itu datang dari pemakalah Muhammad Yamin.
Dari pengamatan Yamin ada tiga bentuk atau model kelem-
bagaan yang mengurus kebudayaan. Pertama, model yang
diterapkan di negara totaliter (komunis) seperti yang
berlaku di Rusia. Disebutkan, yang dominan mengurus
pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan adalah
Pemerintah. Dengan model pengurusan kebudayaan seperti
itu melahirkan kebudayaan Rusia yang dikagumi banyak
bangsa.

Model kedua adalah yang diterapkan di negara
nasional-demokratis (liberal) seperti di Eropa Barat dan
Amerika Serikat. Yang dominan mengurus pemeliharan
kebudayaan dan ilmu pengetahuan sebagian besar di
bawah “kewenangan” masyarakat. Dengan model pengu-
rusan seperti itu menghasilkan kebudayaan Eropa dan
Amerika yang juga dikagumi banyak bangsa.

Setelah memperhatikan kondisi bangsa Indonesia
yang pluralis, multikultur, beraneka ragam agama dan
bahasa, Yamin menyimpulkan bahwa untuk pemeliharaan
kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam negara RI
diperlukan model ketiga. Diperlukan sebuah lembaga yang
merupakan gabungan antara dua model, yaitu Rusia dan
negara-negara Eropa dan Amerika, dengan membentuk
satu lembaga yang menjadi wadah bertemunya lembaga
kebudayaan di masyarakat dengan di pemerintahan untuk
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dapat bekerja bersama yang sebaik-baiknya. (Majalah
Indonesia, 1950: 414-415).

Akhirnya, kongres di Bandung menyepakati selain
dibentuk lembaga kebudayaan di pemerintahan, juga
dibentuk lembaga kebudayaan semi pemerintah sebagai
wadah bertemunya lembaga kebudayaan di masyarakat
dengan yang ada di pemerintahan. Kehadiran lembaga
kebudayaan di masyarakat sangat diperlukan karena
lembaga itu menjadi wadah beraktivitasnya para pemilik
atau pemangku kebudayaan.

Sebagaimana diketahui, kebudayaan itu tumbuh dan
berkembang di masyarakat, dan bukan di dalam ruang-
ruang kantor lembaga kebudayaan di pemerintahan.
Lembaga itu menjadi kantong-kantong kekuatan yang
potensial, yang dapat membantu keberhasilan program
pemajuan kebudayaan yang dicanangkan pemerintahan,
dan sebaliknya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah
kerja sama antara keduanya dimediatori oleh sebuah
lembaga yang sifatnya semi lembaga pemerintah, yang oleh
Yamin disebutnya dalam bentuk Dewan Kebudayaan.

Rekomendari kongres di Bandung diwujudkan dengan
berdirinya Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional
(BMKN) tanggal 14 April 1952. BMKN telah berjasa dalam
ikut memajukan kebudayaan bangsa. Dari hasil pengum-
pulan data keanggotaan (2015) jumlah anggota BMKN
perseorangan sebanyak 298 orang dan anggota dari orga-
nisasi kebudayaan dari seluruh Indonesia sebanyak 273
organisasi. Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran BMKN
telah membuat aktivitas kebudayaan antara lembaga di
masyarakat dan di pemerintahan dapat berjalan dengan



baik, dan berhasil mendokumentasikan berbagai peristiwa
budaya. Selain menerbitkan majalah, buletin, buku, me-
nyelenggarakan diskusi, seminar, pameran, pergelaran,
memberikan penghargaan seni rupa dan sastra juga menye-
lenggarakan Kongres Kebudayaan 1954, 1957 dan 1960.

Berbagai kegiatan budaya itu kebanyakan disiapkan
diselenggarakan di gedung Balai Budaya, di Jln. Gereja
Theresia No. 47, Menteng, sebagai tempat satu-satunya di
tahun 1950-1970-an tempat berkumpulnya pasa seniman,
budayawan dan cendekiawan. Gedung sederhana itu
menjadi “rumah budaya” yang sangat terkenal saat itu.
Sejumlah seniman besar pada masa lahir dan besar di Balai
Budaya: Trisno Sumardjo, Zaini, Pramudya Ananta Toer,
Affandi, Anas Ma’ruf, Wiratmo Sukito, Asrul Sani, Ajip
Rosidi, Umar Khayam, Wahyu Sihombing, Misbach Yusa
Biran, Daduk Djajakusumah, Gayus Siagian, Taufiq Ismail,
Soe Hok Djien, Kusnadi, HB Jassin, Soedjatmoko,
Goenawan Mohamad, Sutardji Calzoum Bachri, dll. Sayang,
setelah peristiwa G30S/PKI 1965 BMKN mengalami
kemunduran dan akhirnya bubar dengan sendirinya.
(Nunus Supardi, 2015)

C. Beberapa kali perubahan

Jika dirunut sejak awal Indonesia merdeka (1945-
sekarang), perjalanan lembaga kebudayaan di pemerin-
tahan telah mengalami beberapa kali perubahan. Antara
1945 sampai dengan 1966 terjadi lima kali perubahan.
Antara 1966 sampai dengan 1999 relatif stabil, hanya
terjadi perubahan pada nomenklatur unit-unit di dalam
tubuh direktorat jenderal, disesuikan dengan perkem-
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bangan zaman. Setelah memasuki masa reformasi terjadi
silih berganti perubahan baik nomenklatur dan posisi
kelembagaan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) dari 20-10-1999 sampai dengan 23-7-
2001 nomenklatur Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
Tahun 2001 bidang kebudayaan dipecah menjadi dua
direktorat jenderal, yaitu: (1) Direktorat Jenderal Sejarah
dan Purbakala Departemen Pendidikan Nasional dijabat
oleh Dr. I Gusti Ngurah Anom, dan Direktorat Jenderal
Nilai Budaya, Seni dan Film, dijabat oleh Dr. Sri Hastanto,
S.Kar. Dengan demikian sejak itu nomenklatur “Direktorat
Jenderal Kebudayaan” tidak ada lagi.

Setelah Presiden Gus Dur digantikan oleh Presiden
Megawati Soekarnoputri (23-7-2001—20-10-2004), lahir
kebijakan baru. Bidang kebudayan yang selama 55 tahun
disatuatapkan dengan bidang pendidikan dalam susunan
Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001) dipisah untuk
digabungkan dengan bidang pariwisata, dalam Kementerian
Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam perjalanan
sampai sekarang nomenklatur bidang kebudayaan paling
tidak telah mengalami 10 kali perubahan, pergantian,
pemindahan dan bahkan penghapusan.

Baru pada 2011 nomenklatur “Direktorat Jenderal
Kebudayaan” muncul lagi, ketika Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle kabinet. Bidang
kebudayaan dikembalikan lagi ‘untuk bersatu dengan
bidang pendidikan. Pengembalian itu menunjukkan bahwa
eksperimen penggabungan kedua bidang yang telah



berjalan selama 10 tahun itu dinilai tidak berhasil (gagal).
Kembalinya bidang kebudayaan nomenklatur kementerian
juga berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan. Dengan berubahnya nomenklatur Menteri Diknas
Moh. Nuh menghidupkan kembali keberadaan “Direktorat
Jenderal Kebudayaan” hingga sekarang.

Dari paparan sekilas di atas dapat disimpulkan
bahwa untuk memajukan kebudayaan bangsa para pen-
dahulu telah meletakkan dasar pengurusan bidang kebu-
dayaan secara konstitusional. Pembentukan lembaga
kebudayaan di pemerintahan seperti yang diamanatkan
oleh Pasal 32 UUD 1945 hingga kini masih tetap berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa peran bidang kebudayaan
memang diperlukan. Melalui berbagai forum keberadaanya
terus diperbincangkan terutama mengenai perlunya dikem-
bangkan kerja sama antara lembaga kebudayaan di
masyarakat dengan di pemerintahan.
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BAB II |
LAHIRNYA DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN

Kapan Direktorat Jenderal Kebudayaan lahir? Ba-
nyak orang yang tidak tahu jawabnya. Bahkan di ka-
langan karyawan Direktorat Jenderal Kebudayaan sen-
diri selalu menjawab tidak tahu. Mengetahui kapan la-
hirnya sebuah lembaga yang diberi label “Direktorat
Jenderal Kebudayaan” tentulah memiliki nilai tersendiri.
Terutama bagi para karyawan lembaga itu sendiri. Me-
ngetahui kapan lahir, diharapkan akan dapat memberi-
kan edukasi, inspirasi, spirit dan kebanggaan para
pengelola kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya
memajukan kebudayaan bangsa melalui lembaga itu.

Untuk mengetahui tanggal lahir itu ternyata tidak
mudah. Mau tidak mau harus menelusuri jejak perjalanan
dari dicapainya kesepakatan yang bulat dari para pendiri
bangsa ketika menyiapkan diri menjadi Indonesia merdeka.
Sejak menyatakan diri menjadi bangsa merdeka tanggal 17
Agustus 1945, secara de facto dan de jure lahirlah negara-
bangsa baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mer-
deka untuk menata dan melaksanakan pemerintahan
sendiri. Merdeka untuk memajukan kebudayaan sendiri.
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Seperti dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara, makna
kemerdekaan bagi sebuah bangsa pada hakikatnya adalah
kemerdekaan untuk mengembangkan kebudayaannya. Bila
sebelum merdeka warga bangsa tidak memiliki keleluasaan
untuk memajukan kebudayaannya, setelah menjadi bangsa
merdeka akan lebih gampang lagi bagi kita untuk mencari
jalan yang luas dan lapang, bebas dari ikatan-ikatan sleur
kolonial, bebas dari kebekuan kultural nasional, menuju ke
arah pembangunan kebudayaan yang sangat perlu untuk
Indonesia yang kini merdeka dan akan terus merdeka.
(Dewantara 1994 : 75).

Menindaklanjuti kemerdekaan itu para pendiri bang-
sa segera menyiapkan dasar sebagai tempat berdirinya
bangsa Indonesia, antara lain falsafah negara (Pancasila),
undang-undang dasar negara (UUD1945), bendera nasi-
onal (Merah-Putih), lagu kebangsaan (Indonesia Raya),
bahasa nasional (bahasa Indonesia), lambang negara (bu-
rung Garuda), dan semboyan atau motto (Bhinneka Tung-
gal lka). Tahap berikutnya adalah menyiapkan organisasi
pemerintahan negara yang di dalamnya terdapat lembaga
yang mengurus kebudayaan. Sesudah UUD 1945 diun-
dangkan dan resmi menjadi undang-undang dasar negara,
dimulailah penataan susunan lembaga pemerintahan.

Langkah itu berupa pembentukan kabinet dan pene-
tapan para menteri. Dua hari setelah proklamasi, yakni
pada 19 Agustus 1945 diumumkan susunan kabinet per-
tama, diberi sebutan Kabinet Presidentil. Jumlah kemen-
terian dalam kabinet pertama itu tidak hanya 12 seperti
yang disepakati dalam sidang PPKI, tetapi ditambah de-
ngan 5 menteri negara. Salah satu kementerian itu adalah
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Kementerian Pengajaran.’ Berbeda dengan kesepakatan
dalam sidang PPKI nomenklatur yang disetujui adalah
Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang, no-
menklatur kelembagaan bidang kebudayaan dalam peme-
rintahan beberapa kali mengalami perubahan. Perjalanan
panjang itu dapat dibagi menjadi tiga periode: (1) Nomen-
klatur bidang kebudayaan periode 1945- 1962; (2) periode
Lahirnya Direktorat Kebudayaan 1962-1966; dan (3) peri-
ode Lahirnya Direktorat Jenderal Kebudayaan 1966-seka-
rang. Gambaran sekilas mengenai berbagai perubahan-
perubahan itu adalah sebagai berikut.

A. Nomenklatur bidang kebudayaan (periode 1945-
1962)

Sejak awal kemerdekaan bidang kebudayaan telah
masuk dalam susunan lembaga di pemerintahan. Bidang
kebudayaan dimasukkan ke dalam susunan organisasi
Kementerian Pengajaran. Meskipun nomenklatur kemen-
terian itu tidak mencantumkan label “kebudayaan” tetapi di
dalam Kementerian Pengajaran itu bidang kebudayaan ikut
diurus. Pada awalnya, struktur kelembagaan dalam kabinet
belum disusun secara lengkap. Selain sempitnya waktu
dalam melakukan persiapan menyambut Indonesia mer-
deka, kondisi keamanan setelah merdeka juga belum me-
mungkinkan. Penjajah Belanda dengan membonceng ma-
suknya tentara Sekutu, berusaha merebut kembali wilayah
jajahan Hindia Belanda dari tangan Jepang.
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dan Budaya pada Fakultet Sastra dan Filsafat, Universitet
Indonesia yang kemudian berubah menjadi Lembaga
Bahasa dan Kesusasteraan. Dengan perubahan itu struktur
organisasi dari Jawatan Kebudayaan yang baru berbeda
dengan struktur yang lama, pada 1948.

B. Lahirnya Direktorat Kebudayaan (periode 1962-
1966)

Masa berlakunya nomenklatur Jawatan Kebudayaan
cukup lama, yaitu 16 tahun mulai 1948 - 1964. Sebe-
narnya pada masa kabinet Kerja II (6 Maret 1962 - 13
November 1963) telah terjadi perubahan organisasi Kemen-
terian PP dan K yang cukup mendasar. Berdasarkan
Keppres No. 94 Tahun 1962, nomenklatur Kementerian PP
dan K dipecah menjadi dua, yaitu: (1) Departemen
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) dipimpin
oleh Prof. Dr. Prijono; (2) Departemen Perguruan Tinggi dan
IImu Pengetahuan (PTIP), dipimpin oleh Prof. Ir. Tojib
Hadiwidjaja. Tetapi pada saat itu nomenklatur lembaga
yang mengurus bidang kebudayaan masih tetap dalam
status “jawatan”.

Baru pada 9 Mei 1964 Menteri PD dan K menge-
luarkan Keputusan Menteri No. 34/1964. Dalam keputusan
itu struktur Kementerian PD dan K dibagi menjadi 4
direktorat, yaitu: (a) Direktorat Pendidikan Umum; (b) Di-
rektorat Pendidikan Kejuruan; (c) Direktorat Pendidikan
Masyarakat; dan (d) Direktorat Kebudayaan. Dengan ada-
nya perubahan itu maka mulai 1964 status Jawatan
Kebudayaan berubah menjadi Direktorat Kebudayaan.
Sebagai sebuah direktorat, tugas dan fungsi Direktorat
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Kebudayaan adalah mengurus bidang-bidang seperti yang
diurus oleh Jawatan Kebudayaan. Masa berlakuknya no-
menklatur “Direktorat Kebudayaan”, cukup singkat, sekitar
dua tahun, kemudian diganti lagi dengan nomenklatur
baru.

C. Lahirnya Direktorat Jenderal Kebudayaan (Masa
1966-sekarang)

Setelah pecah peristiwa G30S/PKI 1965, berkembang
tuntutan masyarakat melalui demonstrasi mahasiswa,
pemuda dan pelajar, agar dilakukan perubahan dalam tata
pemerintahan. Susunan kabinet baru yaitu kabinet Dwi-
kora II (1966) yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno
dengan julukan Kabinet Seratus Menteri ditolak oleh para
demonstran. Di dalam kabinet itu terdapat Kompartemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang dibagi menjadi tiga
menteri dan seorang menteri koordinator. Masing-masing
dijabat oleh Prof. Dr. Prijono sebagai Menteri Koordinator;
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K)
dijabat oleh Sumardjo; Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan dijabat oleh Dr. J. Leimena (ad interim); dan
Menteri Olah Raga dijabat oleh Maladi.

Pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan
Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) kepada
Letjen Soeharto untuk dan atas nama Presiden mengambil
tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan
dan ketertiban, ketenangan, serta kestabilan pemerintahan.
Berkenaan dengan SUPERSEMAR itu pada 20 Juni 1966,
MPRS mengadakan Sidang Umum. Salah satu keteta-
pannya adalah TAP MPRS No. IX Tahun 1966, tentang
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pengukuhan Supersemar dan menunjuk Letnan Jenderal
Soeharto sebagai Pengemban TAP MPRS tersebut.

Selanjutnya, tanggal 27 Maret 1966 Kabinet Dwikora
I diganti menjadi Kabinet Dwikora III. Dibentuk Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), memiliki
empat departemen, yaitu: (1) Departemen Pendidikan
Dasar; (2) Departemen Perguruan Tinggi; (3) Departemen
Kebudayaan; (4) Departemen Keolahragaan. Usia kabinet
itu sekitar 3 bulan saja, kemudian pada 25 Juli 1966
diganti lagi dengan Kabinet Ampera I, dan pada 4 Agustus
1966 dikeluarkan Keppres No. 173 Tahun 1966 yang berisi
penetapan struktur organisasi masing-masing departemen.
Muncullah nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebuda-
yaan”. Ini berarti sejak tanggal, bulan dan tahun itu bidang
kebudayaan ditetapkan berstatus “direktorat jenderal”,
setingkat jabatan Eselon I.

Yang menarik, ada data lain yang menyebut pem-
bentukan Direktorat Jenderal Kebudayaan itu berlaku
sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Presidium Kabinet
Ampera I, Soeharto, pada 25 Juli 1966. Data yang satu lagi
menyebutkan sejak dikeluarkannya SK No. 175/ U/KEP/
11/1966, 3 November 1966. Tanggal itu disebut dalam
buku Memorandum Akhir Masa Jabatan Prof. Dr. Ida
Bagus Mantra (1978: hal.7). Dengan adanya tiga “tanggal”
itu lalu tanggal yang mana yang berlaku sebagai awal
dibentuknya “Direktorat Jenderal Kebudayaan”? Tanggal
25 Juli 1966, 4 Agustus 1966, atau tanggal 3 November
1966?

Dari ketiga data “tanggal” itu penulis cenderung
memilih tanggal 4 Agustus 1966 sebagai tanggal lahir
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Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertimbangannya, jika
memilih tanggal “25 Juli 1966” dengan dikeluarkannya
Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera I, belum tentu
pada tanggal itu nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebu-
dayaan” langsung lahir. Jika memilih tanggal “3 Novem-
ber” (1966) dengan diterbitkannya Keppres No. 175/Kep./
11/1966, jelas terlalu lama jarak waktunya dengan
pembentukan Kabinet Ampera yang berlaku sejak 25 Juli
1966. Ada sekitar 3 bulan lamanya terjadi ketidakpastian
mengenai kehadiran lembaga baru itu.

Sementara itu, jika memilih tanggal “4 Agustus”
sudah dengan jelas dasarnya, yaitu Keppres No. 173 Tahun
1966 tanggal 4 Agustus 1966, yang di dalamnya telah
menyebut nomenklatur “Direktorat Jenderal Kebudayaan”.
Tanggal itu dapat disebut sebagai tanggal perubahan status
dari “direktorat” (Kebudayaan) diganti menjadi “direktorat
jenderal” (Kebudayaan). Dengan demikian jawaban dari
pertanyaan di atas adalah tanggal 4 Agustus 1966 sebagai
tanggal lahir Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan pada 4
Agustus tahun 2016 ini “Direktorat Jenderal Kebudayaan”
tepat berusia 50 tahun.

Hitungan usia 50 tahun itu sebenarnya tidak penuh,
karena ada jeda 11 tahun nomenklatur Direktorat Jenderal
Kebudayaan sempat menghilang. Pada masa pemerintahan
Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober
2004), bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang
pariwisata. Bidang kebudayaan dipecah menjadi dua
direktorat jenderal, yaitu “Direktorat Jenderal Sejarah dan
Purbakala, dan “Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan
Film”. Alasan pemecahan bidang kebudayaan menjadi dua
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direktorat jenderal itu adalah untuk mengoptimalkan peran
bidang kebudayaan dalam mendukung program pariwisata
dan dalam membangun karakter bangsa di masa reformasi.

Baru pada periode jabatan SBY kedua, yaitu pada 18
Oktober 2011 ketika Presiden SBY melakukan reshuffle
kabinet, bidang kebudayaan dikembalikan untuk disatukan
dengan bidang pendidikan. Sejak itu Kementerian Pen-
didikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Moh. Nuh, dan
keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dihidupkan
lagi. Yang ditunjuk untuk menduduki jabatan Dirjenbud
adalah Prof. Kacung Marijan PhD, sampai dengan akhir
2015.

Dari seluruh gambaran mengenai latar belakang seja-
rah kelembagaan bidang kebudayaan di lingkungan peme-
rintahan sejak awal Indonesia merdeka hingga sekarang
menunjukkan adanya dinamika perubahan dan penyem-
purnan. Suatu dinamika yang terjadi seiring dengan
hakikat kebudayaan yang cenderung selalu berkembang.

Berikutnya kita akan melacaki jejak para Direktur
Jenderal Kebudayaan yang mengawaki jalannya perkem-
bangan kebudayaan mulai dari Direktur Jenderal Kebu-
dayaan pertama hingga kedelapan. Kedelapan Dirjenbud
itu adalah: R.M. Indrosoegondo, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra,
Prof. Dr. Haryati Soebadio, G.B.P.H. Poeger, Prof. Dr. Edi
Sedyawati, Dr. I Gusti Ngurah Anon, Prof. Kacung Marijan
PhD, dan Dr. Hilmar Farid.
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BAB III
JABATAN WAKIL MENTERI BIDANG
KEBUDAYAAN

Dalam perjalanan sejarah kelembagaan bidang kebu-
dayaan di pemerintahan RI selama 71 tahun (1945-2016),
pemikiran untuk menjadikan bidang kebudayaan dalam
kementerian tersendiri sudah sering disampaikan. Meski-
pun usulan itu telah berkali-kali disampaikan dalam
berbagai forum, tetapi hingga saat ini belum ada reali-
sasinya. Yang pernah terjadi adalah dibentuknya jabatan
yang posisinya di atas direktur jenderal dan di bawah
jabatan menteri. Jabatan itu adalah jabatan dengan nama
“Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan” dan dengan nama
“Wakil Menteri Bidang Kebudayaan”.

Sampai sekarang telah melahirkan dua “Wakil Menteri
Bidang Kebudayaan. Pertama, dalam Kabinet Ampera I
yang menggantikan Kabinet Dwikora III, tanggal 25 Juli
1966, dibentuk jabatan Wakil Menteri (ada yang
menyebutnya Pembantu Menteri) Bidang Kebudayaan. Yang
ditunjuk oleh Presiden Soeharto ketika itu adalah Ny.
Lasmidjah Hardi dengan tugas mengoordinasikan direktorat
dan lembaga kebudayaan yang ada.

Kedua, “Wakil Menteri Bidang Kebudayaan” yang
dibentuk pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang
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Yudhoyono (SBY). Pada tanggal 19 Oktober 2011, Presiden
SBY me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Bidang
kebudayaan yang semula bergabung dengan bidang
pariwista disatukan kembali dengan bidang pendidikan,
dibentuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Meskipun
sebelumnya antara kedua bidang itu telah bersatu selama
55 tahun, untuk kehadirannya sekarang memerlukan
penataan ulang hubungan kerja antara kedua bidang itu.
Selama keduanya berpisah telah terjadi berbagai macam
perubahan, baik dalam hal tata organisasi maupun dalam
hal hubungan misi antara keduanya. Kelembagaan bidang
pendidikan telah mengalami perubahan dan dengan
demikian tata organisasi, visi dan misiya perlu dilakukan
penataan ulang.

Dengan dikembalikannya bidang kebudayaan bersatu
dengan bidang pendidikan, nomenklatur Kementerian Pen-
didikan Nasional diganti menjadi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, di lingkungan
Kemendikbud dibentuk jabatan baru, Wakil Menteri
(Wamen) bidang kebudayaan. Yang ditunjuk oleh Presiden
SBY sebagai Wamen adalah Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti,
M. Arch., Ph.D.

Gambaran sekilas mengenai kedua wanita yang men-
duduki jabatan penting sebagai Wakil Menteri Bidang
Kebudayaan itu adalah sebagai berikut.

A. Ny. Siti Lasmidjah Hardi

Lasmidjah Hardi menjabat sebagai Wakil Menteri (ada
yang menyebutnya Pembantu Menteri) Bidang Kebudayaan
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pada masa jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dijabat oleh Ny. Artati Mardjuki Soedirdjo. Nama Hardi di
belakang namanya adalah nama suaminya, seorang po-
litikus dan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI). Menurut
pengakuannya seperti tercantum dalam buku Lasmidjah
Hardi, Perjalanan Tiga Zaman, tugasnya adalah membe-
rikan ceramah, dan kunjungan ke daerah-daerah. Karena
keadaaan keuangan negara sangat terbatas, sering kali
segala biaya ke daerah itu ditanggung sendiri. Masih me-
nurut Lasmidjah, “aku memang menyukai pekerjaan yang
ada hubungannya dengan soal kebudayaan”. (Irna H.N.
Hadi Soewito, dkk: hal. 142).

Wanita yang sering disebut sebagai “Wanita Tiga
Zaman” dan bernama Siti Lasmidjah, lahir di Purworejo,
Jawa Tengah tanggal 14 April 1916. Ia adalah putri dr.
Soewardi (Wardi) yang juga ke-
lahiran Purworejo. Suwardi masuk
ke STOVIA tahun 1889 dan lulus
tahun 1896 (Marihardono dkk,
2014: hal. 293).

Lasmidjah Hardi, Pembantu Menteri Bidang
Kebudayaan, 1966

Saat Lasmidjah lahir dr.
Soewardi sedang tugas di Trenggalek. Oleh karena itu,
meskipun saat itu Lasmidjah baru 3 hari lahir, oleh Ibunya
langsung dibawa ke Trenggalek menyusul Bapaknya. Itulah
sebabnya banyak orang menulis, Lasmidjah lahir di Treng-
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galek. Seperti yang tertulis dalam Ensiklopedia Jakarta,
Budaya dan Warisan Sejarah ditulis “Wanita pejuang tiga
zaman, istri politikus Hardi itu lahir di Trenggalek (Jawa
Timur) tahun 1916”.

Latar belakang pendidikan, Lasmidjah pernah sekolah
di Mulo tetapi tidak tamat. Ia dikenal wanita yang gigih dan
cerdas. Sejak berusia 15 tahun sudah aktif dalam perge-
rakan rakyat. Akibatnya ia terkena larangan tinggal di
Trenggalek, kemudian bersama orang tuanya pindah ke
Batavia melanjutkan pengabdiannya sebagai guru Sekolah
Rakyat milik perkumpulan yang bernama “Istri Sedar”. Di
Batavia tinggal bersama kakaknya Lasmikin, isteri tokoh
pejuang nasionalis, Yahya Nasution.

Tahun 1930-an Lasmidjah menjadi anggota Partindo
yang didirikan oleh Mr. Sartono setelah pemerintah kolonial
melarang Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menjeblokan
Soekarno ke penjara Sukamiskin Bandung. Setelah Indo-

"7 "““nesia merdeka dan memasuki babak revolusi Lasmidjah

terlibat dalam berbagai aktivitas dan menyelenggarakan
dapur umum. Rumahnya dijadikan Posko pemuda yang
aktif dalam rapat umum di lapangan lkada tanggal 19
September 1945. Lasmidjah juga masuk ke dalam kegiatan
yang cukup berat dilakukan oleh sorang wanita, yaitu
menyelendupkan senjata ke pedalaman (Cikampek dan
sekitarnya) dan sebaliknya membawa beras dari Cikampek
ke Jakarta. Sekembali dari masa pengungsian ke Yogya-
karta bersama Ny. Maria Ulfah Santoso mendirikan Bank
Koperasi Wanita.

Selain menari, Ibu Lasmidjah juga pernah main drama
bersama teman seangkatannya, seperti: Ny. Utami Surja-
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darma, Mien Soedarpo, Ani Harahap dan Awaludin Djamin.
Nama yang terakhir itu pernah menjabat sebagai Kepala
Kepolisian RI (KAPOLRI). Judul cerita yang dimainkan
adalah “Setahun di Bedahulu” karya sastrawan I Gusti
Pandji Tisna. Masih di bidang kesenian, Ibu Lasmidjah juga
masuk sebagai anggota Paduan Suara, di bawah asuhan
seniman musik terkenal saat itu, Asbon. Paduan suara itu
sering main di Hotel Indonesia, aula Bank Indonesia, dan
pernah pentas di Istana disaksikan oleh Bung Karno.

Dari sekian pertunjukan yang pernah diikuti, yang
paling berkesan adalah ketika terlibat dalam pergelaran
drama “Loro Jongrang” untuk menghimpun dana mem-
biayai perjuangan Trikora yang dikoordinasikan oleh
Menteri Sosial, Muljadi Djojomartono. Pergelaran kolosal ini
melibatkan 200 pemain. Drama itu dipentaskan di Aula
Bank Indonesia, Hotel Indonesia dan Istora Senayan.
Sebelum pentas untuk menarik perhatian masyarakat,
didahului dengan arak-arakan pemain yang berkostum
prajurit, dayang-dayang diikuti dengan pendeta (resi).

Setelah sukses dengan drama Loro Jonggrang, pentas
berikutnya adalah drama kolosal “Sumpah Sakti Gajah
Mada” dengan sutradara Wim Umboh, dan naskah ditulis
oleh Sidik Gondowarsito, dosen Universitas Indonesia.
Salah satu pemain drama “Sumpah Sakti Gajah Mada” itu
adalah Dicky Zulkarnain<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>